
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
nomor 700/101 Tahun 2019


tentang
PEMBENTUKAN PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
di lingkungan PEMERINTAH kabupaten karanganyar
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 

	
	
	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

	
	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);


	
	
	4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1       Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698)  ;

	
	
	5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

	
	
	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan           Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23    Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 5679);

	
	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

	
	
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 4890);

	
	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

	
	
	10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

	
	
	11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

	
	
	12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi   Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi.

	
	
	13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 74);

	Memperhatikan
	:
	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ    tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran        Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

	KEEMPAT
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 desember 2019.

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	KEENAM
	:
	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bupati Nomor 700/97 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	KETUJUH
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019 
BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO
Telah dikoordinasikan

Pejabat

Paraf

1. Asisten Pemerintahan
2. Inspektur

Tembusan :

1. Ketua DPRD;

2. Kepala BAPERLITBANG;

3. Kepala BKD;

4. Kabag. Hukum Setda;
5. Tim Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR                   TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.
SUSUNAN PELAKSANA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI di lingkungan PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
	NO.
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM TIM

	1. 
	Drs. JULIYATMONO, M.M.
	Bupati Karanganyar
	Pengarah

	2. 
	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.
	Wakil Bupati Karanganyar
	Pengarah

	3. 
	Drs. SUTARNO, M. Si.
	Pj. Sekretaris Daerah
	Penasehat

	4. 
	Drs. SUCAHYO, M.M.
	Inspektur
	Ketua

	5. 
	Drs. BACHTIYAR SYARIEF
	Asisten Pemerintahan
	Wakil Ketua

	6. 
	Drs. SISWANTO, M.M.
	Kepala BKPSDM
	Wakil Ketua

	7. 
	ZULFIKAR HADIDH, S.H.
	Kabag. Hukum Setda
	Wakil Ketua

	8. 
	SITI ISWARI HIDAYATI, S.Sos., M.M.
	Sekretaris pada Inspektorat
	Sekretaris

	9. 
	AGUNG WAHYU UTOMO, S.S.T.P.
	Inspektur Pembantu Wilayah I
	Anggota

	10. 
	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
	Inspektur Pembantu Wilayah II
	Anggota

	11. 
	Drs. SURIPTO, M. Si.
	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	Anggota

	12. 
	Ir. SUHUD, M.M.
	P2UPD Madya
	Anggota

	13. 
	AGUNG BUDIYARTO, S.H.
	Auditor Pertama
	Anggota

	14. 
	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.
	Auditor Muda
	Anggota

	15. 
	FAUZY HENDRO PURNOMO, A.Md.
	Pelaksana pada Subbag. Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota

	16. 
	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, A.Md.
	Pelaksana pada subbag. Umum dan Administrasi
	Anggota

	17. 
	ENDANG SRI SUHARTI, S.Sos.
	Auditor Muda
	Anggota

	18. 
	Dra. SUNARMI, M.M.
	Ka.subbag. Perencanaan pada Inspektorat
	Anggota

	19. 
	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.
	Ka.subbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
	Anggota

	20. 
	SUPRAYITNO, S.T.
	Auditor Pertama
	Anggota



	NO.
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM TIM

	21. 
	MUHAMMAD RIZZA MIZZANI, SH.
	Calon Auditor
	Staf Administrasi

	22. 
	PRIYANTO HARTO NUGROHO, S.E.
	Auditor Pertama
	Staf Administrasi

	23. 
	JAKA MARYANTO
	Pelaksana pada Subbag. Evaluasi dan Pelaporan
	Staf Administrasi

	24. 
	SHINTA KUSUMADEWI, S.H.
	Auditor Pertama
	Staf Administrasi

	25. 
	AHMAD CHOIRUDDIN, S.H.
	P2UPD Pertama pada Inspektorat
	Staf Teknis

	26. 
	AGUS HARMANTO, S.E., M.Si.
	Auditor Pertama
	Staf Teknis

	27. 
	PURWADI
	Pelaksana pada subbag. Umum dan Administrasi
	Staf Teknis


BUPATI KARANGANYAR,
 JULIYATMONO
	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1Asisten Pemerintahan
	

	2Inspektur
	


